BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan di Indonesia
diatur di dalam Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Adminsitrasi Kependudukan
yang merupakan konsekuensi logis dari hadirnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan. Dari situ, pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan
merupakan sarana yang disediakan oleh Hukum Indonesia yang pada prinsipnya
ditujukan terhadap perkawinan campuran antara pasangan dengan kewarganegaraan
yang berbeda. Hanya saja, ketentuan pencatatan perkawinan yang dimaksud justru
terjadi pergeseran makna di mana perkawinan campuran yang dimaksud di dalam
Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan pasangan dengan
berkewarganegaraan yang berbeda, maka didapati persoalan hukum berupa masih
berlakunya GHR (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), yang
menjadi celah dimungkinkannya perkawinan antar umat berbeda agama.

2. Pertimbangan hukum dan penetapan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan
antar umat berbeda agama tidak dapat serta merta dikatakan tidak tepat sebab sejatinya
bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang belum memuat kepastian
hukum melarang perkawinan antar umat berbeda agama. Apa yang dilakukan Hakim
ialah semata-mata berdasarkan rujukan pada Undang-Undang Perkawinan yang tidak
menegaskan larangan secara eksplisit perkawinan antar umat berbeda agama karena
bergesernya makna perkawinan campuran menjadi lebih sempit dibandingkan

sebelumnya sehingga hanya dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan oleh



pasangan yang berkewarganegaraan yang berbeda. Hal itu turut diperkuat adanya
aturan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memang mengatur
bahwa Pengadilan Negeri berwenang memutus permohonan izin pencatatan tentang
perkawinan antar umat berbeda agama.

3. Akibat hukum pemberian izin pencatatan kawin umat berbeda agama berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, berakibat 3
(tiga) akibat hukum yaitu: pertama, akibat hukum terhadap status keabsahan
perkawinan di mana perkawinan tersebut tidak sah karena semua agama menyatakan
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan se-agama.
Kedua, status hukum terhadap status dan kedudukan anak tetap harus terlindungi
dengan dicatatkan di Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan. Dan ketiga,
akibat hukum dalam hal status administrasi kependudukan adalah sah sebab didasarkan

pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

B. Saran
1. Undang-Undang Perkawinan telah tepat menyatakan bahwa perkawinan yang sah
adalah perkawinan yang sah secara agama. Hanya saja, tetap diperlukan perbaikan dan
penyempurnaan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang menutup celah adanya
tafsir yang bertolak belakang dengan memuat kepastian hukum perihal keabsahan
perkawinan yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama. Untuk itu, diperlukan
kajian mendalam yang disertai dengan melakukan dialog dengan seluruh organisasi-
organisasi keagamaan sehigga didapati suatu rumusan yang adil dan berkepastian

hukum.



2. Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidaklah dapat menjawab permasalahan
hukum tentang perkawinan antar umat berbeda agama, melainkan justru dapat
menghasilkan masalah baru lainnya. Sebab itu, hendaknya Pemerintah dan DPR
melakukan kajian mendalam guna perbaikan dan penyempurnaan di dalam Undang-

Undang Administrasi Kependudukan
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